Menimbang

Mengingat

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR /4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

4.  bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan
masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022,
kepada Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun
2022 agar menyusun dokumen  perencanaan
pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026
yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan
Daerah Tahun 2023-2026 serta Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati  Tulang Bawang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang T ahun
2023-2026.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2008 Nomor 26);



Menetapkan

10.

L,

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04).

[nstuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memgang kekuasaan pemerintah Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah
unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan mengoordinasikan,
mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat ~RPJPD  adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 tahun;



7. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang
selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun
terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026
akan digunakan oleh Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai
pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah;

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah;

0. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran,;

10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

11. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;

12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendaatan, belanja dan
pembiayaan;

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat daerah
sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 2

(1) RPD Tahun 2023-2026 sebagai pedoman penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-
2026

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam penyusunan :

a.Renstra Perangkat Daerah; dan
b.RKPD

(3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
memperhatikan :

a. Penyelarasan target kinerja indikator makro dan
program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-

2024; '



b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD
sampai dengan tahun 2025;

c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD
Tahun 2017-2022;

d. RPJMD Provinsi;

e. Isu-isu strategis yang berkembang;

f. Regulasi yang berlaku;

g. Kebijakan Nasional.

(4) Penentuan tujuan dan sasaran pada RPD didasarkan pada
visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan
RPJPD tahap kelima dan isu strategis aktual,
memperhatikan tujuan, sasaran dan norma, standar,
prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

(5) Penyusunan program dalam RPD memperhatikan :

a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN
Tahun 2020-2024;

b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan
hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui

evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai tahun
2021

c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh
kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021
dalam pencapaian hasil (outcome);

d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan
dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat
daerah;

e. Kebijakan Nasional;

Regulasi yang berlaku;

g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan
(Stakeholder) pembangunan daerah.

(6) Penyusunan RPD  dilakukan  bersamaan  dengan
penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan
meperhatikan RPJMD Provinsi Lampung.

Pasal 3

(1) RPD digunakan sebagai instrument pengendalian dan
evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda;

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra
PD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.



Pasal 4

(1) RPD dapat dilakukan perubahan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya

ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan
kondisi eksisting;
Hasil pengedaian dan evaluasi menunjukkan adanya

kesenjangan yang signifikan antara target dan
pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;

Terjadi perubahan yang mendasar;

Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui
tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan,
dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat,
keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Perubahan RPD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan

(1)

Renstra PD.

Pasal 5

RPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I :  PENDAHULUAN

Bab II - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab III . GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab IV . PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Bab 'V :  TUJUAN DAN SASARAN

Bab VI . STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, dan

PROGRAM PRIORITAS

BabVIl : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

dan PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Bab IX . PENUTUP

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan
RKPD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman
pada RPD ini.

f
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BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 15 Maret, 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal /5 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

/
ANTHONT

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR: /9



sosialisasi, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Instansi

terkait maupun masyarakat luas.

BUPATI TULANG BAWANG

IX-2



